
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERENCANAAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA

DAN PENGUKURAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA ,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi

kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan masing-masing

bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu

adanya Standar Operasional Prosedur Perencanaan

Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran

KInerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula tentang Standar Operasinal Prosedur

Perencanaan Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan



Pengukuran Kinerja Sekreatriat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) ;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014

tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842) ;



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-

kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN KINERJA,

PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN

KINERJA.



KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perencanaan

Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Sula, sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

ABDULLAH BASRI


